Menimbang

Mengingat

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 8 TAHUN 204
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat ()

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketentuan Pasal 44

ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu  menetapkan

Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan Tahun
Anggaran 2026;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Aru di
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4350);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-




Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

S. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024 Nomor
190, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram
Bagian Barat Nomor 0191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat




rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai
dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang  kewenangan menggunakan anggaran dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsinya pada SKPD yang dipimpinnya.

. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa melaksanakan sebagai tugas PA dalam melaksanakan
tugas dan fungsi SKPD.

. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan
barang dan jasa di Daerah yang ditetapakan dengan keputusan Bupati

dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam
penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan

penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang eferktif, efisien, ekonomis,

transparan dan akuntabel.

BAB III
SHS
Pasal 4

(1) Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Menyusun SHS Tahun Anggaran 2026.

(2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. satuan biaya honorarium;

satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
satuan biaya rapat atau pertemuan didalam dan diluar kantor;

satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;

o /0T

satuan biaya pemeliharaan; dan




f. satuan biaya barang lainnya.

(3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam:

. a. perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, termasuk

[ referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu

| indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan penyusunan

‘ RKA-SKPD; dan

i‘ b. pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

| (4) Dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

‘ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, SHS bersifat batas tertinggi

.‘ yang besarannya tidak dapat dilampaui.

3 (5) Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana

‘ dimaksud pada ayat (3) huruf b, SHS bersifat:

‘ a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui; dan
b. dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya

kenaikan harga pasar.

(6) SHS yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui

| dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a,
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(7) SHS yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui
dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) SHS yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b, didasarkan atas bukti pertanggung jawaban
yang terdiri atas :

a. satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara
profesional,
b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
1. satuan biaya tiket pesawat;

2. satuan biaya taksi;
3. satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke

Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama.




Diundangkan di Piru

c. satuan biaya konsumsi rapat;
d. satuan biaya pemeliharaan;
e. satuan biaya barang lainnya;
(2) selain bukti pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
juga wajib disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab dari PA/KPA.
(3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal, 0 Noutmeee. 2028

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR  TAHUN
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

. UMUM

Standar Harga adalah harga satuan unit barang yang berlaku di daerah
yang ditetapkan berdasarkan pembukuannya dalam satu periode
tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagai batas tertinggi dan estimasi dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut Standar Harga dan Standar
Biaya Umum dapat dimaknai sebagai alat atau instrument pengukuran
pengontrolan kewajaran belanja urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

. PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelass

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 0382




yang tercantum dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 20725

TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NAMA PERANGKAT DAERAH

........................................................................

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI
YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN
DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

..................................................

satuan biaya yang digunakan dalam kegiatan

..................................................................... dimana harga pasar melebihi harga satuan

....................

Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien,

efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan ( Sebagaimana terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

------------------------------

Pejabat Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

Materai
Rp 10.000,00

...............................




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 726
TENTANG : STANDAR HARGA SATUAN

A. Pernyataan ranggung jawab penggunaan satuan biaya yang tidak tercantum dalam

Peraturan Bupati tentang Standar Harga Sataun Tahun Anggaran 2026.

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NAMA PERANGKAT DAERAH

........................................................................

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTILAK

NOMOT .ot

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pejabat Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bertanggung jawab penuh atas
satuan biaya yang digunakan dalam kegiatan

..................................................................... dimana harga pasar melebihi harga satuan

yang tercantum dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor ...................
Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien,
efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan ( Sebagaimana terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pejabat Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

Materai
Rp 10.000,00

...............................




B. Pernyataan tanggung jawab penggunaan satuan biaya melebihi satuan baiaya yang

tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun
Anggaran 2026.

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NAMA PERANGKAT DAERAH

...........................................................................

B L R R T

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pejabat Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bertanggung jawab penuh atas

satuan biaya yang digunakan dalam kegiatan
..................................................................... tidak tercantum dalam Peraturan Bupati
Seram Bagian Barat Nomor .................... Tahun 2026 tentang Standarisasi Harga
Tahun Anggaran 2025.

Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien,
efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan ( Sebagaimana terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pejabat Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran

Materai
Rp 10.000,00

.................................




